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DASAR-DASAR PERPAJAKAN 
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Prinsip Pemungutan Pajak (1)

Menurut Adam Smith, terdapat 4 prinsip pemungutan pajak
1.Equality : Tekanan pajak diantara subjek pajak masing-
masing hendaknya seimbang dengan kemampuannya
2.Certainty : Pajak yang harus dibayar seseorang harus 
terang dan pasti  tidak dapat dimulur-mulur atau ditawar-
tawar
3.Convenience : Dalam memungut pajak hendaknya 
memperhatikan saat-saat yang paling baik dan tepat
4.Efficiency : Pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan 
dengan sehemat-hematnya, jangan sampai biayanya lebih 
tinggi



Prinsip Pemungutan Pajak (2)

Menurut E.R. A. Seligmen, pd awalnya dasar pertimbangan pemungutan 
pajak adalah besarnya kepentingan individu kepada negara, yg kemudian 
berganti menjadi kemampuan untuk membayar (ability to pay)
Kemampuan membayar (ability to pay ) Wajib pajak dapat dilihat dari : 
– Poll : Setiap orang / kepala mempunyai kemampuan yang sama untuk 

membayar pajak
– Expenditure : Besarnya pengeluaran yang dilakukan 
– Property : Harta yang dimiliki 
– Product  : kemampuan harta yang dimiliki untuk menghasilkan 

penghasilan
– Income : Besarnya jumlah penghasilan



Prinsip Perpajakan di Indonesia
GBHN sebagai haluan negara jika diteliti lebih dalam teryata 
mengandung prinsip-prinsip perpajakan yang telah dibahas di atas.  
Prinsip itu antara lain:
1.Peningkatan Penerimaaan :Sama dengan Fiscal dan revenue 
Productivity
2.Terkendali, terarah, dan efisien sama dengan kaedah eficiency
3.Keadilan sama dengan equality
4.Kemampuan sama dengan Ability to pay
5.Prosedur yang terus di sempurnakan sama dengan Ease of 
complience
6.Aparatur perpajakan yang mampu dan bersih sama dengan Ease of 
administration dan  efficiency
7.Semua jenis pungutan pajak harus didasarkan atas peraturan 
perundang-undangan, sama dengan asas yuridis



Sistem Perpajakan (1)

1. Self assessment system adalah suatu sistem 
perpajakan yang memberikan kepercayaan  kepada WP 
untuk memenuhi  dan melaksanakan sendiri  kewajiban 
dan hak perpajakannya yang dikenal dengan  5M
a. Mendaftarkan
b. Menghitung
c. Menyetor 
d. Melaporkan
e. Menetapkan

Contoh penerapan self assessment system adalah 
Penetapan PPh pasal 25



2. Official Assessment system adalah suatu sistem 
perpajakan  dimana inisiatif untuk memenuhi kewajiban 
perpajakan berada di pihak fiskus

Dalam sistem ini fiskus yang mencari WP, memberikan 
NPWP sampai dengan penetapan jumlah pajak.

Contoh penerapan Official assessment system adalah 
Pengenaan PPh Pasal (4) Ayat (2) atas pengalihan 
tanah dan/ atau bangunan dari WP kepada pemerintah

Sistem Perpajakan (2)



2. Withholding tax system adalah suatu sistem perpajakan 
dimana pihak ketiga diberi kepercayaan (Kewajiban) atau 
diberdayakan oleh UU perpajakan untuk memotong pajak 
penghasilan sekian persen dari penghasilan yang dibayarkan 
kepada wajib pajak
Tipe pajak yang dipotong melalui Withholding system :

a. Provisional (bersifat sementara): Jmlh pajak  yg telah dibyr 
dpt menjadi kredit pajak atau mengurangi pajak terhutang 
atas seluruh penghasilan sesudah akhir thn 

b. Final : Pajak yg tlh dibyr tdk dijadikan kredit pajak / 
mengurangi pajak yg hrs dibyr di akhir thn, & tentunya pengh 
yg dikenakan pajak final tdk dijumlah kan kpd penghasilan 
lain yg dikenakan pajak tdk final

Contoh penerapan Witholding Tax system adalah Pemotongan 
dan pemungutan PPh 21, 22, 23, dan 26

Sistem Perpajakan (3)



Stelsel Pajak (1)
1.  Stelsel Riil (Nyata)

a. Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan dari objek 
pajak yang sesungguhnya

b. Dengan stelsel riil tidak dimungkinkan pemungutan pajak 
diawal atau selama masa/ tahun pajak, Pemungutan baru 
bisa dilakukan setelah masa/tahun pajak berakhir

c. Kelebihan : wajib pajak maupun fiscus tidak akan 
dirugikan apabila teryata terjadi perubahan keadaan objek 
pajak karena perubahan tersebut ikut dipertimbangkan 
dalam penentuan jumlah pajak

d. Kekurangan: Terlambatnya uang pajak masuk kas negara

Contoh : PPh Pasal 25



2. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)
a. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan 

hukum (fictie) tertentu yang diperkirakan di awal tahun 
b. Kelebihan : Uang hasil pajak dapat segera masuk ke 

dalam kas negara
c. Kekurangan: merugikan wajib pajak jika selama 

masa/tahun pajak berjalan terjadi penurunan objek pajak 
dibandingkan anggapan yang ditetapkan dan merugikan 
negara jika sebaliknya

Contoh : PPh 21 & PPh 23

Stelsel Pajak (2)



3. Stelsel Campuran
a. Merupakan perpaduan dua stelsel yang telah diuraikan 

sekaligus upaya untuk menghilangkan kekurangan 
kedua stelsel tersebut

b. Dalam stelsel campuran  Utang pajak ditetapkan 
dengan stelsel anggapan diawal masa/tahun pajak yang 
merupakan ketetapan sementara, kemudian diakhir 
masa/tahun pajak akan dikoreksi berdasarkan objek 
pajak yang sesungguhnya

c. Kelebihan: Awal masa/tahun pajak uang hasil pajak 
sudah dapat dimasukkan ke kas negara sehingga dapat 
segera digunakan & apabila terjadi perubahan dapat 
diperbaiki di akhir masa/tahun pajak

Contoh : PPh Pasal 29

Stelsel Pajak (3)



Tarif Pajak (1)

Mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (HPP) maka terjadi perubahan level tarif 
pajak pada beberapa ruang lingkup perpajakan berikut :

1.Perubahan UU PPH – Efektif berlaku pada tahun pajak 2022.
2.Perubahan UU PPN – Efektif berlaku pada 01 April  2022.
3.Perubahan UU KUP – Efektif berlaku mulai tanggal diundangkan.
4.Program Pengungkapan Sukarela - Efektif berlaku pada 01 
Januari – 30 Juni 2022.
5.Pajak Karbon - Efektif berlaku pada 01 April  2022.
6.Perubahan UU Cukai - Efektif berlaku mulai tanggal 
diundangkan.



Tarif Pajak (2)

1. Tarif Lump Sum / Spesifik / Tetap
Suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang 
sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya 
jumlah dasar pajak, objek pajak maupun subjek pajak
Contoh : Bea Materai (Rp. 10,000)

2. Tarif Proporsional
Tarif ini merupakan sebuah “persentase tunggal” yang 
dikenakan terhadap semua objek pajak berapapun 
nilainya
Contoh: Tarif PPN 10% (Tarif Lama)
Dengan berlaku nya UU HPP di ubah menjadi 11% 



3.  Tarif Progresif (Persentase meningkat)
a. Tarif ini berupa persentase yang meningkat seiring dengan 

meningkatnya jumlah yang dikenai pajak
b. Penerapan tarif progresif dalam PPh tidak dilakukan secara absolut 

(flat rate) melainkan dilakukan secara berlapis (bricket rate)
Contoh :

Penghasilan Kena pajak Tarif pajak

Sampai dengan 60.000.000 5 %

Diatas 60.000.000 s/d 250.000.000 15 %

Diatas 250.000.000 s/d 500.000.000 25 %

Diatas 500.000.000 s/d 5 Miliar 30 %

Diatas 5 Miliar 35 %

Tarif Pajak (2)



4. Tarif Advalorem
Adalah suatu tarif dengan persentase tertentu yang 
dikenakan / ditetapkan pada harga atau nilai suatu 
barang 

Contoh : 
PT XZY mengimpor barang jenis A sebanyak 1500 unit 

dengan harga per unit Rp. 100.000,00. Jika tarif Bea 
Masuk atas Impor Barang tersebut 20%, maka 
besarnya Bea Masuk yang harus dibayar adalah :

Nilai Barang Impor = 
1500 x Rp. 100.000 = Rp. 150.000.000
Tarif Bea Masuk 20%, maka Bea Masuk yang harus 

dibayar : 20% x Rp. 150.000.000 = Rp. 30.000.000

Tarif Pajak (3)



5. Tarif Spesifik
Adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu 
jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang 
tertentu 

Contoh : 
Misalnya PT ABC mengimpor barang jenis Z sebanyak 

1500 unit dengan harga per unit Rp. 100.000. Jika tarif 
Bea Masuk atas impor barang Rp. 10.000 per unit, 
maka besarnya Bea Masuk yang harus dibayar adalah :

Jumlah Barang Impor = 1500 unit
Tarif Bea Masuk Rp. 10.000, maka Bea Masuk yang harus 

dibayar : Rp. 10.000 x 1500 = Rp. 15.000.000

Tarif Pajak (4)



Hambatan / Perlawanan Pasif
Perlawanan pasif, adalah perlawanan yang inisiatifnya atau 

bukan kemauan dan usaha dari para wajib pajak itu sendiri. 
Perlawanan pasif ini disebabkan oleh 3 faktor, yaitu :

1. Struktur Ekonomi
Struktur eknonomi suatu Negara mempengaruhi pemungutan 

pajak di Negara tersebut. Hal ini terkait dengan 
penghitungan sendiri pendapatan netto oleh wajib pajak. 
Contohnya pajak penghasilan yang diterapkan pada 
masyarakat agraris. Dalam hal ini, wajib pajak harus 
menghitung sendiri. Namun, menghitung pendapatan netto 
akan sangat sulit dilakukan oleh masyarakat agraris. 
Karena itu, timbullah perlawanan pasif terhadap pajak

Hambatan Pemungutan Pajak (1)



2. Perkembangan Moral & Intelektual Penduduk
Yaitu perlawanan pasif yang timbul dari lemahnya system kontrol 

yang dilakukan oleh fiskus ataupun karena objek dari pajak itu 
sendiri yang sulit untuk dikontrol. Contohnya di Belgia terdapat 
pajak yang dikenakan terhadap permata. Dikarenakan ukuran 
permata yang kecil dan sulit dikontrol keberadaannya maka bisa 
saja pemilik permata ini menyembunyikannya agar terhindar dari 
pengenaan pajak

3. Teknik Pemungutan Pajak Itu Sendiri
Cara perhitungan pajak yang rumit dan memerlukan pengisian 

formulir yang rumit menyebabkan adanya penghindaran pajak, 
prosedur yang berbelit-belit dan menyulitkan wajib pajak dan 
membuka celah untuk negosiasi antara petugas dan pembayar 
pajak juga dapat mengakibatkan adanya penghindaran pajak.

Hambatan Pemungutan Pajak (2)



Dalam buku nya, Brotodihardjo (1982) menyimpulkan :
Hambatan / Perlawanan Aktif
Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal 

dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha yang 
secara langsung dan bertujuan untuk menghindari pajak 
atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. 
Perlawanan aktif terhadap pajak ada 2 cara, yaitu:

1. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
Penghindaran yang dilakukan wajib pajak masih dalam 

kerangka peraturan perpajakan. Penghindaran pajak terjadi 
sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib 
pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang 
sekalipun kadang-kadang dgn jelas menafsirkan undang-
undang tdk sesuai dgn maksud & tujuan pembuat undang-
undang. Penghindaran dr pajak dilakukan dgn 3 cara, yaitu:

Hambatan Pemungutan Pajak (3)



a. Menahan diri
Maksudnya adlh para wajib pajak tdk ingin terkena pajak, maka 

mereka melakukan sesuatu yg nantinya bisa dikenai pajak. 
Contohnya jika tidak mau terkena cukai tembakau, maka 
tidak merokok.

b. Pindah lokasi
Maksudnya, para wajib pajak yg memiliki usaha, karena mereka 

ingin mendapatkan pajak yang kecil untuk usaha mereka, 
maka mereka pindah lokasi ke daerah yang tarif pajaknya 
rendah seperti di Indonesia Timur

c. Penghindaran pajak secara yuridis
Melakukan perbuatan sedemikian rupa shg perbuatan-

perbuatan yg dilakukan tidak terkena pajak. Ini disebabkan 
karena para wajib pajak memanfaatkan celah dan 
ketidakjelasan yang terdapat dalam UU.

 

Hambatan Pemungutan Pajak (3)



Kenapa tidak jelas? Ini disebabkan karena undang-
undang tersebut dibuat dengan kepentingan-kepentingan 
tertentu. Kepentingan tersebut bisa datang dari mana 
saja, dan kepentingan tersebut bisa saja berbeda-beda 
tiap orang. Maka sang pembuat undang-undang akan 
mencari jalan kompromi yang hasilnya bisa memuaskan 
semua kepentingan. Akhirnya undang-undang ini akan 
menjadi tidak jelas. Dan akibatnya, bisa saja wajib pajak 
menafsirkan undang-undang tersebut sesuai dengan 
kepentingannya dan fiscus menafsirkannya sesuai 
dengan kepentingan Negara.

Hambatan Pemungutan Pajak (3)



2. Pengelakan Pajak (Tax Evation)
Pengelakan pajak dilakukan dengan cara-cara yang 

melanggar undang-undang. Pengelakan pajak ini terjadi 
sebelum Surat Ketetapan Pajak dikeluarkan. Hal ini 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan 
maksud melepaskan diri dari pajak / mengurangi dasar 
penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian 
dari penghasilannya. 

Hambatan Pemungutan Pajak (3)



1. Cari data Pajak dalam APBN Terbaru
2. Cari data realisasi Penerimaan Pajak Terbaru
3. Makalah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
4. Cari data total OP Usahawan dan perusahaan yang bayar 

pajak Terbaru
5. Jelaskan Tentang Free Rider

Soal Essay
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